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Abstrak  
Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa prefensi 

suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Politik uang dilakukan untuk 

memperoleh suara yang banyak dan menguasai suara dalam Pilkada. Metode penelitian yang di 

gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini 

yaitu 10 informan. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu 

dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menggambarkan politik uang dalam pilkada 2024 di Jl. M. Yakub, Sei 

Kera Hilir II. Kec. Medan Perjuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di 

lingkungan tersebut banyak melakukan money politik karena beberapa alasan salah satunya 

karena keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan dan 

masyarakat menganggap bahwa money politik itu suatu kebudayaan atau kebiasaan. Sehingga 

hal tersebut memicu masyarakat untuk melakukan money politik. 

Kata Kunci: Money Politik, Pilkada, Sosial 

 

Abstract 

Money politics is an attempt to bribe voters by giving money or voter preference services that 

can be given to a briber. Money politics is carried out to obtain many votes and control votes in 

the Pilkada. The research method used in this study is a qualitative approach. The number of 

informants in this study was 10 informants. The data collection techniques used in the study 

were by conducting observations, interviews, and documentation. The purpose of this study was 

to determine and describe money politics in the 2024 Pilkada on Jl. M. Yakub, Sei Kera Hilir II. 

Medan Perjuangan District. The results of the study showed that people in the area often did 

money politics for several reasons, one of which was due to the limited economy of the 

community, low education, weak supervision and the community considered money politics to 

be a culture or habit. So that this triggers people to do money politics. 
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PENDAHULUAN  

Pemilihan umum (pemilu) yang di dalamnya termasuk pemilihan presiden dan wakil 

presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah (pilkada) merupakan perwujudan dari demokrasi prosedural.Oleh karena itu, negara 

demokrasi menyelenggarakan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah yang memilih 

pejabat baik legislatif maupun eksekutif. (Siregar & Maryanah, 2022). 

Politik uang adalah tindakan memberikan uang atau barang kepada seseorang atau 

kelompok dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka (Tanjung & Ramadani, 

2023).  
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Kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang adalah pemberian suara 

menjelang hari H pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada 

masyarakat. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara. 

Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan pemberian uang kontan ataupun dengan suatu 

janji atau pemberian cheque (Ivanna & Sitepu, 2024). 

Permasalahan klasik yang akan muncul ketika Pemilukada dilaksanakan secara langsung 

salah satunya adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

kepentingan pribadi kepala daerah menjelang pelaksanaannya. Hal tersebut ditandai banyak 

terjadinya kasus pengalokasian anggaran yang berujung penyimpangan anggaran dan korupsi 

yang dilakukan kepala daerah pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan. Pemilihan umum 

kepala daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi, money 

politics, dan hubungan patronase yang kuat antara pemilih dan kandidat (Winoto & Falikhatun, 

2015). 

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat nasional dan pemilukada di 

tingkat lokal banyak diwarnai dengan praktek-praktek jual beli suara (vote buying), 

penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran untuk kepentingan kampanye, serta 

berbagai pelanggaran lainnya. Modus yang dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran 

bantuan sosial menjelang pelaksanaan pemilihan untuk menarik simpati melalui pemberian 

bantuan sosial sekaligus kampanye secara terselubung (Rahmanto et al., 2021). 

Politik uang atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain 

itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu 

tertentu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita 

tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali.Setidaknya kita tidak punya hak untuk menuntut 

penguasa memberikan perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan kita, karena kita sudah 

menerima imbalan atas legitimasi yang sudah kita berikan kepada mereka (penguasa). 

(Abdurrohman, 2021). 

 

METODE 

Penelitian dengan metode kualitatif menekankan pada proses berfikir yang induktif 

dengan mengamati sebuah fenomena yang senantiasa menggunakan logika ilmiah. Data 

kualitatif bersifat tidak terstruktur karena data tersebut bervariasi sesuai dengan sumber nya baik 

dari orang, partisipan dan respon yang di berikan oleh orang yang di tanyai. 

Kondisi ini memang di buat sengaja oleh periset agar pandangan atau data yang di 

peroleh bisa lebih lebih dalam dan lebih luas dari perspektif partisipan.Kebebasan partisipan 

dalam menyampaikan ide mampu memberikan pemahaman yang baik untuk permasalahan yang 

sedang di teliti bagi periset. 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial 

yang terjadi dengan cara memaparkan nya dalam bentuk rangkaian kata-kata yang pada 

akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Money Politik Dalam Hasil Pilkada di Lingkungan JL.  M Yakub, Sei Kera 

Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa politik uang benar terjadi, di karenakan 

banyak Masyarakat yang mengaku pernah melihat dan menerima uang dari kandidat. Walaupun 

ada beberapa informan yang mengaku tidak menerima uang politik tersebut, namun tergolong 

sangat kecil. Secara pengertian, Masyarakat sudah mengetahui apa itu money politik walaupun 

Masyarakat hanya tau bahwa money politik itu adalah serangan fajar. 

Masyarakat mengatakan jika tidak adanya money politik tersebut maka seperti adanya 

kekurangan dalam pilkada, sederhana nya dapat dikatakan money politik telah menjadi 

kebiasaan saat menjelang pemilihan. Baik itu, dalam pemilu, pilkada dan pemilihan lainnya.  

Dari hasil wawancara, ada beberapa pengaruh money politik dalam hasil pilkada: 

1. Money politic dapat mengarah pada keterlibatan uang dalam proses pemilihan, yang dapat 

mengarah pada pilihan calon yang kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat.  

2. Money politic dapat mengarah pada keterlibatan korupsi dalam proses pemilihan.   
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3. Money politics dapat mengakibatkan masyarakat menerima informasi yang terbatas tentang 

calon legislatif.  

Dampak Penggunaan Politik Uang Terhadap Masyarakat JL. M.Yakub, Sei Kera Hilir II, 

Kecamatan Medan Perjuangan 

Money politik banyak memiliki dampak yang tidak bagus baik bagi pemerintahan dan 

masyarakat nya sendiri. Dari informan sendiri banyak yang mengatakan bahwa dampak dari 

money politik sendiri adalah terjadinya kecurangan dalam pemilihan sehingga suara yang di 

hasilkan tidak murni, maraknya korupsi dan hilangnya kepercayaan dari Masyarakat dan negara 

tidak akan berkembang. 

Dampak jangka pendek dan jangka panjang money politik dalam pilkada, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dampak jangka pendek dalam money politik dilingkungan jl m.yakub,sei kera hilir II 

kec.medan perjuangan ialah (1) Mengurangi Kepercayaan Masyarakat, (2) Polarisasi Sosial, 

(3) Kualitas Demokrasi Menurun. 

2. Dampak jangka panjang yang didapatkan ialah (1) Pengaruh pada Kualitas Demokrasi, (2) 

Pembentukan Dinasti Politik (3) Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Desa. 

Dari hasil wawancara dan latar belakang informan dapat ditemukan kesesuaian faktor-

faktor penerimaan politik uang : 

1. Keterbatasan Ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama adanya politik uang, kesulitan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memaksa mereka menerima adanya 

politik uang.  

2. Rendahnya Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat masyarakat memahami politik uang 

dengan sempit. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki pemahaman yang rendah 

terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. 

3. Lemahnya Pengawasan 

Lemahnya pengawasan terhadap politik uang bisa dilihat dari masih adanya praktik politik 

uang di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan para informan yang masih 

menerima serangan fajar saat masa tenang 

4. Kebudayaan 

Sebagian masyarakat menganggap politik uang sebagai suatu hal yang sudah biasa karena 

sudah terjadi sejak lama, bahkan ada istilahyang cukup populer ditengah masyarakat, yakni 

politik uang (serangan fajar). 

Peran Pemerintah Setempat di Lingkungan JL.  M Yakub, Sei Kera Hilir II, Terkait 

Penerapan Money Politik 

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam menanggulangi money politik 

di lingkungan tersebut tidak ada. Alasan nya karena terkadang pemerintah setempat juga 

termasuk ikut dalam money politik sehingga sulit untuk memutus rantai money politik dan 

masyarakat sudah menganggap money politik itu menjadi kebiasaan sehingga sulit untuk 

menghilangkan money politik. 

Untuk upaya masyarakat sendiri, masyarakat sudah boleh memviralkan apapun itu 

termasuk money politik dan itu termasuk upaya yang bagus dari masyarakat untuk 

mengatasi money politik. Beberapa masyarakat juga mengatakan upaya yang dapat dilakukan 

masyarakat untuk mengatasi politik uang yaitu dari individu atau dimulai dari diri sendiri.  
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SIMPULAN 
Masyarakat di lingkungan Jl. M. Yakub, Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, 

sudah banyak melakukan praktik politik uang. Sebagian besar masyarakat menilai positif politik 

uang yang terjadi pada saat pilkada karena alasan kebutuhan ekonomi. Walaupun banyak 

masyarakat yang telah melakukan praktik politik uang, namun ada juga beberapa yang tidak 

melakukan praktik politik uang karena alasan politik uang tersebut haram. Di samping itu, 
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dampak yang ditimbulkan pun juga banyak, seperti kecurangan terhadap hasil suara, korupsi 

dan kepercayaan masyarakat pun menurun. Oleh sebab itu, perlu di lakukan upaya-upaya dari  

pemerintah untuk mengatasi money politik yang terjadi di limgkungan tersebut. 
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